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PERTENGAHAN Juni 2020 ini se-

mua jenjang sekolah mulai melak-

sanakan rutinitas tahunan penerimaan

peserta didik baru (PPDB). Namun tahun

ini suasana lain.  Sejalan dengan SE

Mendikbud No 40/2020 tentang langkah

kebijakan pendidikan dalam masa daru-

rat penyebaran coronavirus disease

(Covid-19), salah satunya tentang PPDB,

dinas pendidikan menyiapkan proses

mengikuti protokol kesehatan. Semua

untuk mencegah penyebaran Covid-19,

berkumpulnya  peserta didik dan orang-

tua secara fisik di sekolah.

Secara nasional Kemendikbud mene-

rapkan pendaftaran daring (daftar jejar-

ing) atau yang sudah diaplikasikan  on-

line dengan tetap memperhatikan zonasi.

Dalihnya, untuk mengakomodasi peserta

didik berprestasi yang tidak mampu,

memberikan fleksibilitas kepada peme-

rintah daerah  dan pemerataan kuantitas

serta kualitas guru. PPDB dilakukan de-

ngan akumulasi nilai selama semester 1

sampai 5 serta prestasi akademik dan

non-akademik. Begitu pula dalam pelak-

sanaannya mengacu pada Permendikbud

Nomor 44 Tahun 2019 PPDB tahun 2020

bahwa proses penerimaan melalui sistem

zonasi, afirmasi dan perpindahan orang-

tua/wali.   Mendikbud Nadiem Makarim

menegaskan, kuota zonasi terbagi menja-

di empat jalur, yaitu: minimum jalur

zonasi 50%, jalur perpindahan 5%,  jalur

prestasi 30% dan jalur afirmasi (tidak

mampu) 15%

Rekomendasi

Biasanya menjelang PPDB sebagai tra-

disi tahunan, Dinas Pendidikan dan

Olahraga (Dispora) kota/kabupaten

bagaikan pasar tumpah. Tamu datang

guna meminta rekomendasi prestasi

maupun tambahan nilai lain, tidak

berhenti. Sedang kecamatan dan dinas

catatan sipil (Disdukcapil) kabupaten/ko-

ta mengalami hal yang sama, tujuannya

rekomendasi kependudukan melalui kar-

tu keluarga (KK) sebagai salah satu

syarat zonasi. Disini pejabat pendidikan

dan pemerintahan  daerah diuji mentali-

tasnya. Pasalnya yang datang tidak ha-

nya mereka yang berprestasi. Tidak sedi-

kit di antaranya adalah anak pejabat

maupun ’orang besar’. 

Dalam pelaksanaan,  butuh komitmen

stakeholder pendidikan. Semua data

yang masuk dalam proses PPDB butuh

kejujuran  calon peserta didik baru, kare-

na mekanisme peraturannya sudah jelas

dan sering disosialisasikan. Maka bila da-

lam verifikasi data dan lapangan terjadi

pemalsuan terhadap bukti sebagai peser-

ta didik yang berasal dari keluarga eko-

nomi tidak mampu,  dapat ditindaklanju-

ti dengan sanksi atau diproses sesuai ke-

tentuan peraturan perundang-undangan. 

Dalam PPDB jenjang pendidikan

menengah diterapkan konsep rayonisasi.

Ini pun  kadang terjadi penyimpangan

dengan usaha mendapatkan kartu kelu-

arga miskin (gakin). Sehingga muncul

sikap rightful authority claim, merasa pa-

ling berhak atas wilayahnya (rayon).

Akibatnya,  memunculkan sikap egois

dan mengikis rasa persatu-

an. Masa pandemi Covid-

19 merupakan suasana

krisis, hendaknya calon pe-

serta didik baru dan orang-

tua tidak memanfaatkan

kesempatan dengan me-

manipulasi data.

Kearifan Bersama

PPDB termasuk secara

online tetap butuh ketegas-

an regulasi,   Prinsipnya

semua sekolah mempu-

nyai visi dan misi yang sa-

ma termasuk keprofesio-

nalan pendidik dan tenaga

pendidikan dalam pengelo-

laan. Semua sekolah layak

mendapatkan keadilan

dan kesempatan dalam  proses PPDB.

Dinas pendidikan provinsi/kabupa-

ten/kota wajib memiliki kanal pelaporan

untuk menerima laporan masyarakat

terkait pelaksanaan PPDB (pasal 27 ayat

1). Masyarakat dapat mengawasi dan

melaporkan pelanggaran dalam pelak-

sanaan PPDB. Sekolah juga tidak boleh

menambah rombongan belajar demi ke-

adilan dan pemerataan (pasal 27 ayat 6).

Sanksi tegas dibutuhkan bila terjadi

pelanggaran.

PPDB masa pandemi cukup krusial

Karenanya harus dilaksanakan demi ter-

capainya pemerataan kualitas pen-

didikan. Dan ini, merupakan tugas bersa-

ma pemerintah pusat, pemerintah dae-

rah, termasuk segenap pemangku kepen-

tingan di dunia pendidikan

Pada dasarnya syarat dan ketentuan

PPDB, ditetapkan menggunakan prinsip

legalitas, objektif, transparan, akuntabel,

tidak diskriminatif dan berkeadilan. Ka-

rena secara teknis dan akal sehat mampu

memuaskan semua pihak. Intinya, PPDB

2020 butuh kearifan bersama.  ❑-o

*) FX Triyas Hadi Prihantoro, 

Guru SMP Pangudi Luhur Domenico

Savio Semarang.

PPDB di Masa Pandemi
FX Triyas Hadi Prihantoro

Pengunjung yang masuk kawasan Malioboro

harus melalui protokol baru.

- Baru protokol.

***

Pertambahan positif Covid-19 sangat tinggi, pa-

sar terancam ditutup.

- ‘Ilang kumandhange’

***

Mulai Juli, APBD Pemkot Yogyakarta kembali

akan dirasionalisasi.

- Harus rasional.

’Fajar Baru’ di Kulonprogo

PAT Online Berbasis Android
PENILAIAN Akhir Tahun (PAT) on-

line yang sedang berlangsung di se-

mua jenjang pendidikan saat ini meru-

pakan bagian dari proses evaluasi hasil

belajar yang harus diukur dan dilaku-

kan secara berkala oleh setiap sekolah.

Kegiatan ini bertujuan untuk mengukur

pencapaian hasil belajar siswa selama

satu tahun. Hampir semua sekolah

saat ini menerapkan PAT online berba-

sis android yang dirancang untuk

keperluan ujian dan hanya dapat digu-

nakan oleh admin, guru serta siswa

yang telah menginstal aplikasi yang di-

pakai sekolah pada smartphone an-

droid masing-masing.

Android merupakan sebuah Ope-

rating System (OS) berbasis Open

Source yaitu sebuah piranti lunak de-

ngan menggunakan basis kode kom-

puter yang bisa didistribusikan secara

terbuka sehingga pengguna bisa mem-

buat aplikasi baru di dalamnya. Android

memiliki kemampuan mengakses inter-

net serta aplikasi yang dibuat lebih mu-

dah untuk diaplikasikan pada device.

PAT online dengan aplikasi berbasis

android sangat tepat dilaksanakan di

tengah pandemi seperti saat ini, karena

hampir dipastikan semua siswa sangat

familier dengan penggunaan telepon

seluler dengan varian aplikasinya. 

SMKN 3 Yogya telah menerapkan

Penilaian Akhir Semester berbasis an-

droid sejak empat tahun terahir, sehing-

ga ditetapkannya kebijakan PAT online

di tengah pandemi kali ini tidak menuai

banyak kendala. Perbedaannya hanya-

lah jika sebelumnya PAT online dilak-

sanakan di sekolah dan saat ini harus

di rumah masing-masing. Terjadinya

pandemi mengakibatkan semua seko-

lah pada saat ini menerapkan hal yang

sama. 

Beberapa kendala internal yang se-

ring terjadi dalam PAT online adalah

keterlambatan siswa bergabung di ke-

las maya pada jam pertama dengan

berbagai sebab, salah satunya adalah

dikarenakan terlambat bangun tidur.

Mestinya hal seperti ini tidak perlu terja-

di karena sekolah melalui wali kelas te-

lah mengkomunikasikan dengan para

orangtua siswa agar turut mengkon-

disikan putra-putrinya. Hal ini menjadi

bahan evaluasi bersama antara seko-

lah dan para orangtua siswa agar di ke-

mudian hari tidak terjadi kendala yang

sama. 

Untuk menghindari hambatan teknis,

sebelum dimulainya PAT online, proktor

selalu mengingatkan tentang tata tertib

dan alur pelaksanaan PAT online

melalui grup WhatsApp kelas dari log in

sampai dengan siswa sukses mensub-

mit hasil pekerjaannya serta log out.

Selain itu proktor juga selalu mengko-

munikasikan hasil pengecekan keha-

diran dan hasil pekerjaan siswa dalam

mengikuti PAT online dengan wali ke-

las. 

Kelebihan dan kekurangan  PAT on-

line  kali ini layak menjadi bahan eva-

luasi bagi berbagai pihak yang kompe-

ten agar pelaksanaan Pembelajaran

Jarak Jauh (PJJ) dengan semua pro-

sesnya (termasuk PAT online) dapat

lebih dikembangkan lagi dengan risiko

seminimal mungkin sesuai tuntutan

dan perkembangan zaman. ❑-o

Nurlaila Mahmudah, 

Guru Matematika SMKN 3 Yogya.

JABATAN Wakil Bupati

Kabupaten Kulonprogo yang se-

mentara waktu kosong, akhirnya

sudah terisi, setelah Fajar Gegana

dilantik menjadi Wakil Bupati

Kulonprogo oleh Gubernur DIY Sri

Sultan Hamengku Buwono X,

Kamis (11/6). Kekosongan Wakil

Bupati Kulonprogo 2017-2022t ter-

jadi, setelah Bupati Hasto Wardoyo

mendapat kepercayaan dari

Presiden RI, untuk memangku ja-

batan menjadi Kepala Badan

Koordinasi Keluarga Berencana

Nasional (BKKBN).

Sesuai aturan perundang-un-

dangan pemilihan kepala daerah,

apabila kepala daerah tidak dapat

menjabat sampai akhir masa bakti,

maka wakil kepala daerah ditetap-

kan sebagai bupati. Selanjutnya,

wakil kepala daerah pengganti dite-

tapkan melalui proses pemilihan

oleh DPRD. Dalam pemilihan di

DPRD Kabupaten Kulonprogo, ter-

nyata tokoh muda PDI Perjuangan,

Fajar Gegana memenangkan

pemilihan, sampai akhirnya dilan-

tik menjadi wakil bupati hingga  ta-

hun 2022.

Begitu dilantik menjadi wakil bu-

pati, sejumlah tugas berat sudah

menanti kiprah Fajar Gegana.

Paling mendesak, penanganan pan-

demi Covid-19. Dalam pidato pelan-

tikan, Gubernur DIY Sultan juga

berpesan agar Fajar Gegana menyi-

apkan strategi khusus untuk pena-

nganan Covid-19 yang belum tahu

kapan akan berakhir.

Menanggapi tantangan tersebut,

Fajar Gegana menyatakan siap ter-

jun langsung menangani per-

masalahan pandemi Covid-19 di

Kulonprogo lewat Gugus Tugas

Percepatan Penanganan (GTPP)

Covid-19. Ia juga telah mempersi-

apkan konsep  protokol kesehatan

menuju era kenormalan baru, de-

ngan semangat Bela Beli

Kulonprogo. Semangat dimaksud,

antara lain akan dilakukan dengan

cara menumbuhkan perekonomian

di tingkat bawah, khususnya pela-

ku Usaha Mikro Kecil dan

Menengah (UMKM) di Kulonprogo.

Terkait kapasitas sebagai wakil

bupati, Fajar mengungkapkan bah-

wa ia tetap akan membantu Bupati

Drs H Sutedjo dalam mewujudkan

visi-misi yang telah disusun oleh

pasangan Hasto-Tedjo. Sebagai

tokoh yang masih berusia belia,

Fajar juga menyatakan siap

mengembangkan generasi milenial

untuk kemajuan dan pengembang-

an potensi Kabupaten

Kulponprogo. Setidaknya, ada tiga

sektor utama yang sudah menjadi

bidikan Fajar. Yakni pertanian,

pariwisata, dan kebudayaan. Iapun

sudah siap mewujudkan pengem-

bangan pertanian dan pariwisata

berbasis budaya khas Kulonprogo.

Ibarat matahari yang sedang ter-

bit di pagi hari, Fajar Gegana

adalah ‘fajar baru’ Kulonprogo saat

ini dan di masa depan. Keberadaan

Bandara Internasional Yogyakarta

(BIY) di Kulonprogo dan Taman

Budaya Kulonprogo adalah dua

‘area’ yang sangat mendesak butuh

sentuhan kreatif Fajar Gegana.

Sebagai tokoh muda yang sudah

banyak berkiprah di berbagai or-

ganisasi, tentunya Fajar tidak akan

kesulitan menggerakkan berbagai

potensi Kulonprogo. Dukungan dari

berbagai pihak, juga pasti sangat

dibutuhkan. ❑-o

Budaya Hukum Bersepeda
MINGGU (7/6), kota Yogyakarta dan

sekitarnya, dibanjiri ribuan pesepeda.

Mereka berasal dari dalam maupun luar

Yogyakarta. Mereka berhenti pada tem-

pat-tempat tertentu, seperti: Tugu

Malioboro, Titik Nol, Alun-alun Utara

atau tempat-tempat lainnya. Selfie dan

kulineran menjadi bagian aktivitas tak

terpisahkan. Kerumunan pun terjadi. 

Padahal, dalam suasana pandemi Co-

vid-19, hal demikian dilarang. Wajar, bi-

jak, patut diapresiasi, Sultan HB X meng-

ancam akan menutup beberapa kawasan

wisata. Pencegahan penularan Covid-

19 menjadi pertimbangan utama.

Siapapun paham, bersepeda itu se-

hat, bagus. Syaratnya, dilakukan em-

pan papan, angon wektu, duga prayo-

ga. Tetapi bersepeda menjadi masalah

serius, bila dilakukan tanpa hirau pa-

da hukum berlaku. Wawasan, pe-

mahaman, dan ketaatan pada hukum

itu amat diperlukan. Mengapa? 

Sesuai Hukum

Pertama, Indonesia negara hukum.

Segala perilaku siapapun, hanya di-

benarkan bila sesuai hukum berlaku.

Pelanggaran atas hukum, dapat dike-

nakan sanksi. Sanksi ditimpakan

agar pelanggarnya jera. Kedua, saat

ini di Yogyakarta, masih berlaku hu-

kum kedaruratan Covid-19. Berdasar-

kan protokol kesehatan, dilarang

orang berkerumun. Perilaku individu

maupun kolektif di luar rumah, perlu di-

kendalikan. Tujuannya, agar tidak terjadi

penularan Covid-19. Muaranya, pandemi

segera berakhir. Kehidupan kembali

menjadi normal: ayom, ayem, tentrem.

Dalam perspektif sosiologi hukum, bu-

daya merupakan aktivitas-aktivitas yang

dilakukan orang-orang beradab, berbudi

luhur, melalui pendayagunaan unsur-un-

sur: cipta, rasa dan karsa. Hasilnya beru-

pa kebudayaan. Salah satu wujudnya

berupa perilaku substantif. Muncul dan

aktif dalam segala sektor kehidupan. Di

situ ada kehidupan, di situ ada budaya, di

situ ada hukumnya. Perilaku substantif

ini berhubungan kebajikan dan keadilan.

Bersepeda sebagai aktivitas budaya,

dirunut ke nilai-nilai Pancasila, bermak-

na sebagai: (1) pengembaraan di muka

bumi dalam rangka memahami tanda-

tanda kekuasaan Illahi; (2) sarana mem-

pererat tali silaturahmi; (3) upaya mem-

bina keserasian, kesehatan, dan keindah-

an. 

Sebagaimana diketahui, bahwa nilai-

nlai Pancasila telah dinormakan sebagai

hukum. Dalam kehidupan hari-hari, nor-

ma hukum tertanam dalam budaya

masyarakatnya. Hukum dan budaya

tidak berdiri sendiri-sendiri. Keduanya

terpadu, berkelindan, saling berpengaruh

secara timbal-balik.

Kini, bersepeda, telah menjadi budaya

hukum. Bentuknya: perilaku. Praktik

bersepeda menjadi dinamis, warna-war-

ni: ada yang taat hukum, ada yang me-

langgar hukum, dan ada pula plinthat-

plinthut. Terlihat, betapapun hukum

kedaruratan melarang orang-orang

berkerumun, ingar-bingarnya pesepeda

ke luar rumah, menjadikan mereka se-

ring lalai terhadap larangan tersebut.

Celakanya, perilaku kolektif-komu-

nalistik yang dulunya merupakan warna

dominan budaya hukum Yogyakarta, kini

semakin luntur. Penetrasi nilai-nilai mod-

ernisme semakin menonjol. Akibatnya,

perilaku pesepeda pun jatuh ke budaya

hukum hedonis dan liberalis. Sulit diatur.

Tidak disiplin.

Benturan Hukum

Yogyakarta Anno 2020 sudah masuk ke

wilayah modernisasi. Benturan-benturan

antara budaya hukum klasik, lokal,

kedaerahan dengan budaya hukum mo-

dern tak terhindarkan. Perilaku pe-

sepeda sulit diatur, kurang kesadaran

pentingnya toleransi, sering sembra-

na. Keseluruhannya, merupakan

gambaran lunturnya budaya hukum

asli.

Maraknya kerumunan pesepeda,

pada satu sisi merupakan resultante

dari proses kebudayaan, khususnya

perubahan perilaku hukum. Pada sisi

lain, proses perubahan itu sendiri

terus berlangsung, berkesinambung-

an, dan berkelanjutan. Apa yang terja-

di saat ini merupakan buah dari per-

ubahan-perubahan sebelumnya. Se-

lanjutnya, bandelnya pesepeda saat

ini, akan mewarnai perilaku pesepeda

di masa akan datang.

Bila dijumpai banyak keluhan atas

mentalitas warga - mengapa tidak

disiplin - sekaligus keinginan agar

hukum ditegakkan dengan tegas kepada

mereka, maka hal demikian merupakan

isyarat bahwa budaya hukum perlu

dikelola kembali secara intens. Kembali-

kan perilaku bersepeda pada nilai-nilai

luhur dan adiluhung yang tertanam pada

pandangan hidup, Pancasila.  ❑-o

*) Prof Dr Sudjito Atmoredjo,  

Guru Besar Ilmu Hukum UGM.
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Kulonprogo : Jalan Veteran No 16, Wates, Telp (0274) 774738. Kepala Perwakilan : Suprapto, SPd  Kepala Biro :  Asrul Sani. 

Gunungkidul : Jalan Sri Tanjung No 4 Purwosari, Wonosari, Telp (0274) 393562, 394707.  Kepala Perwakilan: Drs Guno Indarjo.

- Wartawan KR tidak menerima imbalan terkait dengan pemberitaan  - Wartawan KR dilengkapi kartu pers/surat tugas.

Syarat Menulis Opini

Para penulis yang terhormat, Redaksi hanya

akan memperhatikan tulisan artikel/opini

yang dikrim ke opinikr@gmail dengan diser-

tai CV dan copy indentitas diri. Panjang

tulisan sekitar 3.700 karakter atau 600 kata.

Demi kelancaran bersama, tidak melayani

pengiriman ke akun pribadi. Terimakasih


